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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan 

buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama 

Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 

0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis 

kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam 

Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke 

ddalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus 

Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai 

berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

No. Huruf 

Arab 

Nama 

Latin 

Nama Latin Keterangan 

 Alif Tidak ا 1

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba’ B Be ب  2

 Ta’ T Te ت  3

 Sa’ ṡ es (dengan titik di atas) ث  4

 Jim J Je ج 5

 Ha’ ḥ Ha (dengan titik di ح 6

bawah) 

 Kha’ Kh Ka dan ha خ 7

 Dal D De د 8

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ 9

 Ra’ R Er ر 10

 Zai Z Zet ز 11

 Sin S Es س  12

 Syin Sy es dan ye ش  13
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 Sad ṣ es (dengan titik di ص 14

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di ض 15

bawah) 

 Ta’ ṭ te (dengan titik di ط  16

bawah) 

 Za ẓ zet (dengan titik di ظ  17

bawah) 

 Ain’ ‘ Koma terbalik (di atas) ع 18

 Gain’ G Ge غ 19

 Fa’ F Ef ف  20

 Qaf Q Ki ق  21

 Kaf K Ka ك 22

 Lam L El ل  23

 Mim M Em م 24

 Nun N En ن 25

 Waw W We و 26

 Ha’ H Ha هـ 27

 Hamzah ' Apostrof ء 28

 Ya’ Y Ye ى 29

  

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa 

Indonesia yang terdiri dari vocal tunggal atau 

monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 

berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai 

berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ ´ Fathah A A 

   َ ¸  Kasrah I I 

  َ   Dhamah U U 

 

2) Vokal Rangkap 

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang 

lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan Ya Ai A dan I ي   ...

 Fathah dan و   ...

Wau 

Au A dan U 

  

Contoh:   ك يف : kaifa    ھ وْل : haula   

3) Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya 

berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa 

huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

huruf 

Nama Huruf dan 

tanda 

Nama 

ا... ى   ...  Fathah dan alif 

atau ya 

A A dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya I I dan garis di ى   ...

atas 

 Dhammah dan و   ...

wau 

U U dan garis di 

atas 

 

 Contoh: 

  qala : قا ل   
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  mata : ما ت  

 qila : ق يل  

4) Ta’marbutah 

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua: 

1. Ta’marbutah hidup 

Ta’marbutah yang hidup atau mendapat harakat 

fathah, kasrahdan dammah, transliterasinya adalah 

“t”. 

2. Ta’marbutah mati 

Ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat 

sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’marbutah diikuti 

oleh kata yang menggunkan kata sandang al serta 

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’marbutah itu 

ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh: 

وْضا ۃ الأ طْف ال      - raudah al-atfal - :  ر 

raudatulatfal 

ة     talhah :   ط اح 

5) Syaddah 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan 

Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda 

syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda 

syaddah itu. Contoh: 

بَّنا    rabbana -  ر 

ل    nazzala -  ن زَّ

ج    al-hajj -  الح 

 al-birr -  الب ر  

6) Kata Sandang 

 Kata sandang dalam tulisan Arab 
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dilambangkan dengan huruf, yaituال namun dalam 

transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata 

sandang yang diikuti huruf qamariyah. 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf 

syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, 

yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf 

qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang 

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

3. Baik yang diikuti huruf syamsiyah ataupun 

qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata 

yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sempang. Contoh: 

 as-sayyidu -  السَّي  د    

 al qalamu -  الق ل م    

ل     لَ   al-jalalu -  الج 

7) Hamzah  

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan 

dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila 

hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:  

 inna -  ٳ نَّ  

ذ وْن     ta’khuzuna -  ت أخ 

 an-nau -  الَّنوْء   

8) Penulisan kata  

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim 

maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata 
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tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf 

atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan 

kata lain yang mengikutinya. Contoh: 

ل يْل الْخ  يم  اھ  - Ibrahim al-Khalil - :  ٳ بر 

Ibrahimul-Khalil 

9) Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf 

kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf 

tersebut digunakan juga. Penggunaanhuruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: 

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana 

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang 

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 

س وْل  د إ لاَّر  مَّ ح  ام  م  ࣥو      : Wa ma Muhammadan illa rasl 

10) Tajwid 

 Bagi mereka yang menginginkan kefasihan 

dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu 

di sertai dengan pedoman Tajwid. 
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ABSTRAK  

Harosi, Muh Maulana. 2025. Ratio Decidendi Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Penjatuhan Sanksi 

Etik Terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas 

Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan.  

Pembimbing Agung Barok Pratama, M.H. 

Pemilihan umum merupakan prasyarat penting dalam 

negara Demokrasi,Maka dari itu Penegakan kode etik dalam 

penyelenggaraan pemilu merupakan suatu instrumen yang 

penting.Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai 

peradilan etik pemilu memiliki peran penting dalam menjaga 

integritas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu,sehingga 

diperlukan penelitian yang membahas mengenai Ratio 

Decidendi DKPP dalam melakukan sanksi etik.Penelitian ini 

bertujuan untuk membahas mengenai apakah majelis DKPP 

dalam memberikan argumentasi atau dasar pertimbangan 

putusan melihat kode etik sebagai satu kesatuan, apakah dalam 

pemberian sanksi etik mempertimbangkan Akumulasi sanksi 

yang didapat oleh pelanggar etik,serta melihat apa saja 

implikasi yuridis yang akan timbul dari penjatuhan sanksi etik 

secara berulang-ulang. 

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan 

pendekatan yang digunakan pendekatan undang-undang, 

pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.Analisis bahan 

hukum dengan mengumpulkan literatur yang relevan. 

Kemudian data dikaji menggunakan metode teknik analisis 

preskriptif.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu dalam memberikan dasar 

pertimbanganya tidak melihat kode etik sebagai satu kesatuan, 

dan dalam menjatuhkan sanksi tidak mengakumulasikan 

sanksi etik yang pernah didapat oleh pelanggar etik. sedangkan 

implikasi yuridis yang timbul dari penjatuhan sanksi etik 
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secara berulang-ulang adalah penegasan atas pelanggaran 

kode etik, potensi dampak terhadap kredibilitas penyelenggara 

pemilu, dan potensi pemberian sanksi yang lebih berat bagi 

pelanggar kode etik. 

Kata Kunci : Kode Etik, Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu, Sanksi Etik  
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ABSTRACT 

Harosi, Muh Maulana. 2025. Ratio Decidendi of the 

Honorary Board of Election Organisers in Imposing Ethical 

Sanctions Against the Chairman of the General Election 

Commission of the Republic of Indonesia. Thesis of State Law 

Study Programme, Faculty of Sharia, State Islamic University 

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.  

Supervisor Agung Barok Pratama, M.H. 

Elections are an important prerequisite in a 

Democratic country, therefore the enforcement of the code of 

ethics in the implementation of elections is an important 

instrument. The Honorary Council of Election Organisers as 

an election ethics court has an important role in maintaining 

the integrity and professionalism of election organisers, so 

research is needed that discusses the Ratio Decidendi DKPP 

in conducting ethical sanctions. This research will discuss 

whether the DKPP assembly in providing argumentation or 

consideration of the decision sees the code of ethics as a unit, 

whether in giving ethical sanctions considers the 

accumulation of sanctions obtained by ethical violators, and 

see what juridical implications will arise from the imposition 

of ethical sanctions repeatedly. 

The research method that the author uses in this 

research is normative legal research with the approach used 

by the statutory approach, case approach, and conceptual 

approach. Analysis of legal materials by collecting relevant 

literature. Then the data is reviewed using the prescriptive 

analysis technique method.  

The results showed that the Honorary Board of 

Election Organisers in providing the basis for its 

consideration did not see the code of ethics as a unit, and in 

imposing sanctions did not accumulate ethical sanctions that 

had been obtained by ethical violators. while the juridical 

implications arising from the imposition of ethical sanctions 

repeatedly are affirmation of violations of the code of ethics, 

the potential impact on the credibility of election organizers, 
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and the potential for more severe sanctions for violators of the 

code of ethics. 

Keywords : Code of Ethics, Honour Council of Election 

Organisers, Ethical Sanctions  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu 

adalah salah satu hal yang penting bagi keberhasilan 

penyelenggaraan pemilu. Untuk mewujudkan kedaulatan 

rakyat dalam negara yang demokratis, diperlukan suatu 

penyelenggaraan pemilu yang berkualitas sebagaimana 

amanat dari Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara 

republik Indonesia Tahun 1945.1 Institusi penyelenggara 

pemilu yakni : Komisi Pemilihan Umum (KPU),Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah diamanatkan oleh 

undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut 

fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing. 

Penyelenggara pemilu harus memiliki sikap integritas, 

netralitas, kemandirian serta profesionalitas dalam 

melaksanakan pemilu, dalam rangka menjaga sikap 

tersebut maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur 

terkait kode etik penyelenggara pemilu yang didalam nya 

berisikan prinsip-prinsip penyelenggaran pemilu 

sebagaimana diatur oleh konstitusi.2 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau 

disingkat DKPP memiliki kewenangan dalam menerima 

dan menindaklanjuti laporan/pengaduan yang berkenaan 

dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

 
1 Agus Iptian Dasopang,”Kajian Hukum Putusan Dewan 

Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atas Sanksi Pemberhentian Anggota 

Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-Pke-

DKPP/X/2019)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum,vol 1.3 .2021.  
2   Saleh, Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu, 

(Jakarta: Sinar Grafika ,2017), hlm.57. 
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anggota, sekretaris, maupun jajaran KPU dan Bawaslu.3 

Sebagai lembaga yang mengadili kode etik penyelenggara 

pemilu, dalam proses penyelenggaraan pemilu yang dapat 

dipercayai oleh masyarakat, DKPP menggunakan nilai 

(value) yang dijadikan sebagai norma dalam pelaksanaan 

tugasnya. DKPP sebagai sistem instrumen control sosial 

diharapkan dapat memberi kenyamanan dan kepuasan 

terhadap masyarakat pada proses penyelenggaraan pemilu 

atau yang dikenal dengan the believed of capacity of any 

object to statistfy human desire.4  

Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan DKPP 

diamanatkan melalui pasal 159 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum. Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 

DKPP membentuk Peraturan DKPP untuk menegakan kode 

etik penyelenggara pemSilu yang muatan materinya diatur 

dalam Peraturan DKPP No. 2 tahun 2017 tentang Kode Etik 

Penyelenggara Pemilihan Umum, serta sebagai prosedur 

melaksanakan acara sidang etik diatur dalam Peraturan 

DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode 

Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diubah 

dalam Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 

tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara 

Pemilihan Umum.5 

 
3   Muhammad,”Peran Kelembagaan Etik Dkpp Dalam 

Mewujudkan Pemilu Demokratis”, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan 

Riau,2020. 
4 Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu,( 

Jakarta : Raja Grafindo, 2013).hlm.38 
5 Mikhael Wisnumurti dan Tomy Michael,”Kedudukan Lembaga 

Serta Tindak Lanjut Mengenai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu”,Journal of Law and Social-Political Governance,3.2, 2023. 
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Keberadaan DKPP dalam menjaga kode etik 

penyelenggara pemilu telah menunjukan efektivitas pada 

rentang bulan januari tahun 2024 sampai dengan bulan 

september 2024 dan telah menindaklanjuti sebanyak 514 

aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, 

dari 514 aduan tersebut 473 aduan telah terverifikasi 

administrasi 6.hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan 

Penyelenggara pemilu masih banyak yang bermasalah 

Salah satu putusan DKPP yang menarik untuk penulis 

kaji yakni putusan yang dijatuhkan kepada Ketua KPU RI 

periode 2022-2027 yakni Putusan DKPP No. 35-PKE- 

DKPP/II/2023 dan No. 39-PKE-DKPP/II/2023 yang 

dijatuhkan kepada Teradu Hasyim Asy’ari dilaporkan 

karena terbukti melanggar prinsip profesional dengan 

melakukan komunikasi dengan calon peserta pemilu 

sehingga melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf e dan f jo Pasal 

15 huruf a, d, dan g; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara 

Pemilihan Umum. dalam amar putusannya DKPP 

menyatakan :  

“Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir 

kepada Teradu Hasyim Asy’ari, selaku Ketua 

merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum 

terhitung sejak Putusan ini dibacakan;”.7* 

Hasyim Asy’ari kembali mendapatkan sanksi etik 

pada tanggal 18 Januari 2024 dalam putusan No. 135-PKE-

 
6Tio Aliansyah ,”Selama 2024 DKPP terima 514”, 

https://dkpp.go.id/tio-aliansyah-selama-2024-dkpp-terima-514-

aduan/#:~:text=Bogor%2C%20DKPP%20%E2%80%93%20Sepanjang%

20tahun%202024,Etik%20Penyelenggara%20Pemilu%20(KEPP). 

(Diakses pada tanggal 7 November 2024) 
7   Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 35-PKE- 

DKPP/II/2023 dan No. 39-PKE-DKPP/II/2023. 

https://dkpp.go.id/tio-aliansyah-selama-2024-dkpp-terima-514-aduan/#:~:text=Bogor%2C%20DKPP%20%E2%80%93%20Sepanjang%20tahun%202024,Etik%20Penyelenggara%20Pemilu%20(KEPP)
https://dkpp.go.id/tio-aliansyah-selama-2024-dkpp-terima-514-aduan/#:~:text=Bogor%2C%20DKPP%20%E2%80%93%20Sepanjang%20tahun%202024,Etik%20Penyelenggara%20Pemilu%20(KEPP)
https://dkpp.go.id/tio-aliansyah-selama-2024-dkpp-terima-514-aduan/#:~:text=Bogor%2C%20DKPP%20%E2%80%93%20Sepanjang%20tahun%202024,Etik%20Penyelenggara%20Pemilu%20(KEPP)
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DKPP/XII/2023, No. 136-PKE-DKPP/XII/2023, No. 137-

PKE-DKPP/XII/2023, dan No. 141-PKE-DKPP/XII/2023. 

Hasyim Asy’ari dinilai melakukan pelanggaran etik karena 

tidak berikap profesional dengan berkomunikasi dalam 

rangka perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang 

merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam amar putusannya DKPP 

menyatakan :  

“Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir 

kepada Hasyim Asy’ari selaku Teradu I dalam 

Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Perkara 

Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Perkara Nomor 

137-PKE-DKPP/XII/2023 dan Perkara Nomor 141-

PKE-DKPP/XII/2023 selaku Ketua merangkap 

Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak 

Putusan ini dibacakan;”8.* 

Putusan DKPP tersebut dinilai inkonsisten serta 

menimbulkan kebingungan di masyarakat, sebab dalam 

putusan tersebut Hasyim Asy’ari mendapat dua kali sanksi 

peringatan keras terakhir. Pemberian sanksi tersebut juga 

mendapat teguran dan pertanyaan dalam sidang PHPU 

Presiden tahun 2024. Mahkamah Konstitusi menilai 

seharusnya pemberian sanksi bagi teradu yang sudah 

pernah mendapatkan sanksi peringatan keras terakhir maka 

harus diberikan sanksi berat yakni pencopotan jabatan.9 

 
8   Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 135-

PKE-DKPP/XII/2023, No. 136-PKE-DKPP/XII/2023, No. 137-PKE-

DKPP/XII/2023,dan No. 141-PKE-DKPP/XII/2023. 
9   Dwi Rahmawati,”Ketua Dkpp Jawab Hakim MK Soal Sanksi 

Teguran Keras Tapi Tidak Diberhentikan”, 

https://news.detik.com/pemilu/d-7280722/ketua-dkpp-jawab-hakim-mk-

soal-sanksi-teguran-keras-tapi-tak-diberhentikan ( Diakses Pada Tanggal 6 

November 2024) 

https://news.detik.com/pemilu/d-7280722/ketua-dkpp-jawab-hakim-mk-soal-sanksi-teguran-keras-tapi-tak-diberhentikan
https://news.detik.com/pemilu/d-7280722/ketua-dkpp-jawab-hakim-mk-soal-sanksi-teguran-keras-tapi-tak-diberhentikan
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Pasal 37 peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021 tentang 

Perubahan kedua Atas Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 

tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara 

Pemilu menjelaskan bahwa terdapat dua macam sanksi 

yang pertama sanksi teguran tertulis yang berisi : 

Peringatan, Peringatan Keras, dan Peringatan Keras 

Terakhir. Serta sanksi yang kedua yakni sanksi 

pemberhentian sementara atau Sanksi pemberhentian tetap. 

Adapun dalam Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2022 tidak 

ditemukan Pasal yang mengatur terkait batasan pemberian 

sanksi peringatan keras terakhir, sehingga Peraturan 

tersebut dianggap memiliki kekosongan norma. 

Ratio Decidendi DKPP dalam penjatuhan sanksi etik 

tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan, apakah DKPP 

dalam mempertimbangkan pelanggaran kode etik 

melihatnya sebagai satu kesatuan, dan apakah sanksi yang 

dijatuhkan DKPP bersifat akumulasi, sebab Peraturan 

Pedoman Beracara Kode Etik tidak mengatur terkait 

Akumulasi sanksi dan Eskalasi pelanggaran kode etik 

sehingga penjatuhan sanksi tidak memiliki acuan yang 

baku. Berdasarkan pemaparan masalah diatas, maka penulis 

bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul 

“RATIO DECIDENDI DEWAN KEHORMATAN 

PENYELENGGARA PEMILU DALAM 

PENJATUHAN SANKSI ETIK TERHADAP KETUA 

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK 

INDONESIA”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Ratio Decidendi DKPP dalam penjatuhan 

sanksi etik kepada ketua KPU RI? 

2. Apa Implikasi Yuridis dalam penjatuhan sanksi etik 

kepada ketua KPU RI? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan Ratio Decidendi DKPP dalam penjatuhan 

sanksi etik kepada ketua KPU RI. 

2. Menjelaskan Implikasi Yuridis dalam penjatuhan sanksi 

etik kepada ketua KPU RI. 

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti dalam penulisan ini terutama bagi pembaca 

maupun diri penulis yaitu: 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat 

menjadi penambahan kontribusi akademik khususnya 

penerapan demokrasi serta penegakan kode etik 

penyelanggara pemilu.  

2. Manfaat Praktis 

Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi 

pembaca, baik dibidang hukum terkhusus pada bidang 

ketatanegaraan serta sebagai bahan rekomendasi bagi 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu supaya 

dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan 

dalam pelaksanaan peradilan etik penyelenggara 

pemilu.  

E. Kerangka Teori 

1. Teori Ratio Decidendi 

Ratio Decidendi merupakan alasan-alasan yang 

digunakan hakim dalam pengambilan putusan.10 Poin 

ratio decidendi dapat dilihat pada bagian 

konsideran/menimbang pada pokok-pokok perkara yang 

sesuai dengan kaidah hukum Indonesia yang berpatokan 

 
10 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif 

dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Prenada Kencana Grup, 2017) 

hlm.76 
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pada civil law system.11 Ratio Decidendi dapat 

ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan 

putusan yang didasarkan atas fakta-fakta itu, dengan 

demikian suatu fakta materiil dapat terjadi karena 

adanya dua kemungkinan putusan yang saling 

berlawanan yang menentukan adalah ratio decidendi 

putusan tersebut.12 

Ratio decidendi digunakan untuk 

mempresentasikan pemikiran mengenai permasalahan 

hukum antara seseorang dengan orang lainya atau antara 

masyarakat dengan pemerintah terkait kasus-kasus yang 

bersifat kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi 

replica atau duplika percontohan, terutama menyangkut 

baik atau buruknya sistem penerapan dan penegakan 

hukum, perbuatan aparatur, hukum dan lembaga 

peradilan.13 

2. Konsep Sanksi Etik 

Sanksi atau hukuman berasal dari bahasa 

Belanda, yaitu Sanctie, yang artinya ancaman hukuman. 

Sanksi dimaknai sebagai suatu alat pemaksa guna 

ditaatinya suatu kaidah atau norma peraturan perundang- 

undangan. Menurut Black's Law Dictionary, Seventh 

Edition, sanksi (sanction) adalah: "A penalty or coercive 

measure that results from failure to comply with a law, 

 
11 Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif dan Praktek dari 

Mahkamah Agung Mengenai Putusan, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2009) 

hlm.164 
12 Warmin, ”Ratio Decidendi Hakim dalam Memutus Perkara Tanah 

ditelantarkan ditinjau dari Perspektif Keadilan Hukum ( Analisis Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2899 K/Pdt/2018 )”,Jurnal 

Hukum Ekonomi Syariah Vol. 01, No. 01, 2023. 
13 Abraham Amos H.F, Legal Opinion Teoritis & Empirisme 

,(Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007). 
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rule, or order (a sanction for discovery abuse)" atau 

sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang  

dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi 

undang-undang.14 

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat perbedaan 

antara sanksi pelanggaran hukum dengan sanksi 

pelanggaran etika. fungsi sanksi etika lebih bersifat 

pencegahan, selain juga penindakan. Sanksi etika 

biasanya ditentukan berupa teguran atau peringatan yang 

bertingkat, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis atau 

teguran ringan dan teguran keras. Bahkan kadang-

kadang ditentukan pula bahwa teguran itu dapat 

dijatuhkan secara bertahap atau bertingkat, misalnya 

teguran pertama, teguran kedua dan teguran tingkat 

terakhir. Bentuk sanksi yang paling keras karena tingkat 

keseriusan atau beratnya pelanggaran etik yang 

dilakukan oleh seorang aparat atau pemegang jabatan 

publik (ambts-dragger), adalah sanksi pemberhentian 

atau pemecatan seseorang dari jabatan publik yang 

bersangkutan.15  

3. Konsep Kode Etik Penyelenggara Pemilu 

Kode etik merupakan aturan moral tentang baik 

buruk salah ataupun benar yang digunakan dalam wadah 

organisasi bersama. Kode etik berisi seperangkat 

prinsip-prinsip umum yang berisi nilai-nilai sosial atau 

moral yang lebih bersifat membimbing daripada 

mendiktekan suatu bentuk perilaku. Menurut Prabang 

Setyono Kode Etik adalah aturan-aturan sosial atau sikap 

 
14 Ahmad Mathar, Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan,Jurnal 

An-Nadhwah,Volume 3, 2023. 
15 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru 

tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and 

Constitutional Ethics,(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 78-80. 
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akhlak yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh 

para anggota yang tergabung dalam suatu kumpulan atau 

organisasi. Kode etik merupakan prinsip yang keluar 

dari hati nurani setiap profesi sehingga setiap 

tindakanya, seseorang yang merasa berprofesi tentulah 

membutuhkan patokan moral dalam profesinya 16  

Seperti halnya Profesi lain, lembaga 

penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Juga 

memiliki kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan 

fungsi lembaga. Kode etik penyelenggara pemilu 

bertujuan untuk menjaga integritas, kehormatan, 

kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilihan 

umum. Kode etik penyelenggara pemilu menekankan 

pada nilai Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara 

pemilu, Integritas dan profesionalitas tersebut 

berpedoman pada prinsip-prinsip yang menjadi kode 

etik penyelenggara pemilu. 

F. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang relevan 

yang mengkaji terkait judul yang akan dibuat, baik dalam 

bentuk skripsi, jurnal, tesis dan lain-lain tetapi dengan fokus 

yang berbeda. Berikut beberapa karya ilmiah terkait antara 

lain: 

 

 

 

 

 

 

 
16 Ahmad syahrus Sikti,Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparatur 

Peradilan,( Bandung : Citra Aditya Bakti,2021).hlm.20 
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Tabel 1.1 

Analisis Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian 

terdahulu 

No. Judul Penelitian Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1. Pelanggaran Kode 

Etik Rangkap 

Jabatan 

Penyelenggara 

Pemilihan Umum 

(Studi Putusan 

Dewan 

Kehormatan 

Penyelenggara 

Pemilihan Umum 

Nomor 122-PKE-

DKPP/X/2020 

Hukma Arsya 

Aqamta, Skripsi 

Hukum 

Tatanegara , 2024. 

Dalam 

penelitian ini 

memiliki 

persamaan 

yakni terkait 

jenis 

penelitian 

yuridis 

normatif, 

pendekatan 

penelitian 

yakni : 

pendekatan 

perundang-

undangan, 

pendekatan 

kasus,dan 

pendekatan 

konseptual. 

penelitian ini 

juga memiliki 

persamaan 

yakni 

membahas 

mengenai ratio 

decidendi 

DKPP .Teori 

yang 

digunakan 

dalam 

Dalam penelitian 

ini membahas 

mengenai dasar 

putusan DKPP 

dalam putusan 

nomor 122-PKE-

DKPP/X/2020 

yang Menjatuhkan 

sanksi 

Pemberhentian 

Tetap kepada 

Teradu Abdul 

Latif Idris selaku 

Ketua Bawaslu 

Kabupaten Luwu 

dan 

Pemberhentian 

Sementara sebagai 

Anggota Bawaslu, 

hal tersebut 

dianggap 

bertentangan 

dengan pasal 135 

ayat (2) huruf a 

Undang-undang 

nomor 7 tahun 

2017 tentang 

pemilihan umum 

bahwa anggota 

bawaslu dapat 
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penelitian ini 

memiliki 

persamaan 

yakni 

menggunakan 

teori ratio 

decidendi 

menurut 

Mackenzie 

diberhentikan 

secara tidak 

hormat apabila 

tidak lagi 

memenuhi syarat 

sebagai anggota 

bawaslu. 

2.  Kualifikasi Hak 

Cipta Sebagai 

Harta Bersama 

Yang Diperoleh 

Dari Karya Cipta 

Lagu Virgoun ( 

Studi Putusan No. 

1622/PDT.G/2023

/PAJB) 

Nafirdo Ricky 

Qurniawan, Fokky 

Fuad, Sadino 

Jurnal 

Sejarah,Pendidikn

,dan 

Humaniora,vol 

8,No. 2 

Dalam 

Penelitian ini 

memiliki 

persamaan 

yakni terkait 

jenis 

penelitian 

yuridis 

normatif, 

Penelitian ini 

memiliki 

persamaan 

yakni 

mengkaji 

dasar 

pertimbangan 

hakim atau 

ratio 

decidendi. 

Teori yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

memiliki 

persamaan 

yakni 

menggunakan 

Dalam Penelitian 

ini mengkaji 

tentang Putusan 

No. 

1622/PDT.G/2023

/PAJB yang 

membahas 

mengenai 

kualifikasi hak 

cipta atas lagu 

Virgoun sebagai 

harta bersama 

dalam 

perkawinan. 
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teori ratio 

decidendi 

menurut 

Mackenzie 

 

3. Analisis Terhadap 

Sanksi Etik Bagi 

Hakim Yang 

Melanggar Kode 

Etik Hakim 

Djumardin,Salim 

HS, Eduardus 

Bayo Sili 

Jurnal Risalah 

Kenotariatan,2023

. 

 

Dalam 

penelitian ini 

memiliki 

persamaan 

yakni terkait 

jenis 

penelitian 

yuridis 

normatif, 

pendekatan 

penelitian 

yakni : 

pendekatan 

perundang-

undangan, 

pendekatan 

kasus. 

Dalam penelitian 

ini membahas 

tentang analisis 

substansi yang  

diatur dalam kode 

etik hakim, jenis-

jenis sanksi yang 

diatur dalam kode 

etik hakim,  

faktor penyebab 

hakim melakukan 

pelanggaran kode 

etik hakim, dan 

penerapan  

sanksi bagi hakim 

yang melakukan 

pelanggaran 

terhadap kode 

etik.  

 

4.  Analisis 

Penanganan 

Dugaan Kode Etik 

Oleh Dewan 

Kehormatan 

Penyelenggara 

Pemilu (DKKP) 

Pada Pemilu 

Tahun 2019 di 

Provinsi Riau 

Dalam 

penelitian ini 

memiliki 

persamaan 

yakni 

membahas 

mengenai 

penerapan 

sanksi etik 

terhadap 

Dalam penelitian 

ini memiliki 

perbedaan yakni 

jenis penelitian 

yang digunakan 

merupakan 

penelitian empiris. 
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Mulyadi Ranto 

Manalu , Tesis 

Hukum 

Tatanegara, 2021. 

pelanggaran 

kode etik. 

5. Kepastian hukum 

putusan dewan 

kehormatan 

penyelenggaraan 

pemilu atas sanksi 

pemberhentian 

anggota 

penyelenggara 

pemilu (Analisis 

Putusan Nomor 

317-PKE-

DKPP/X/2019) 

Agus Iptian 

Dasopang , skripsi 

hukum, 2021. 

 

Dalam 

penelitian ini 

memiliki 

persamaan 

yakni terkait 

jenis 

penelitian 

yuridis 

normatif, 

pendekatan 

penelitian 

yakni : 

pendekatan 

perundang-

undangan, 

pendekatan 

kasus,dan 

pendekatan 

konseptual. 

Dalam penelitian 

ini membahas 

tentang 

kewenangan 

Dewan 

Kehormatan 

Penyelenggaraan 

Pemilu dalam 

sistem 

penyelenggaraan 

pemilu di 

Indonesia, untuk 

mengetahui 

pelaksanaan 

putusan Dewan 

Kehormatan 

Penyelenggaraan 

Pemilu terhadap 

pelanggaran etika 

penyelenggaraan 

pemilu, dan untuk 

mengetahui 

kepastian hukum 

putusan Dewan 

Kehormatan 

Penyelenggaraan 

Pemilu Nomor 

317-PKE-

DKPP/X/2019. 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 yang menjelaskan mengenai 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan dengan 
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penelitian penulis, Penulis dalam hal ini akan mengkaji 

teori Ratio Decidendi DKPP dikarenakan ada dua putusan 

yang menjatuhkan sanksi terhadap Ketua KPU RI yang 

mana jabatan ketua KPU RI merupakan posisi strategis 

dalam penyelenggaraan pemilu dari kelima penelitian 

tersebut belum ada yang memetakan terkait dengan Ratio 

Decidendi DKPP sehingga putusan DKPP tersebut pernah 

dipertanyakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden tahun 2024. 

Namun Kelima penelitian diatas yang penulis gunakan 

nantinya untuk menemukan dan menganalisis terkait Ratio 

Decidendi yang digunakan DKPP dalam Penjatuhan sanksi 

etik terhadap Ketua KPU Republik Indonesia 

G. Metode Penelitian 

Diperlukan untuk mewujudkan penelitian yang 

sesuai dengan yang diharapkan. Dalam melaksanakan 

sebuah penelitian wajib ditentukan pendekatan yang 

hendak digunakan. Hal ini bermaksud supaya penelitian 

tersebut mempunyai dasar yang kuat jika dilihat dari 

metodologi penelitian hukum. 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah 

enelitian Yuridis Normatif, oleh sebab itu penulis 

menggunakan penelitian yuridis normatif yang 

merupakan sebuah jenis penelitian yang dilakukan 

dengan menggali serta menelaah hukum sebagai istiadat, 

aturan, teori, serta ketentuan guna menanggapi isu 

hukum yang sedang dikaji peneliti.17  

 

 

 
17 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (NTB: Mataram 

University Press, 2020), hal. 47 
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2. Pendekatan Penelitian 

Adapun terdapat tiga macam pendekatan yang 

digunakan oleh peneliti dalam melakukan pendekatan 

masalah antara lain :  

a. Pendekatan undang-undang (statute approach)  

Metode pembahasan penulis mengenai 

penelitian ini yaitu dengan melakukan pendekatan 

dengan perundang-undangan (Statute Approach), 

yang berarti cara untuk dapat memahami secara 

menyeluruh terkait dengan aturan perundangan-

undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang 

sedang penulis kaji.18  

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 Cara yang digunakan dalam pendekatan 

ini dengan melihat perkara-perkara yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dihadapi dan perkara 

tersebut telah ditetapkan oleh lembaga pengadilan 

sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Metodologi pendekatan yang diterapkan 

adalah metodologi yang bergantung pada anggapan 

atau ajaran yang telah tercipta dalam ilmu hukum. 

Ratio Decidendi DKPP Dalam Penjatuhan Sanksi 

Etik Terhadap Ketua KPU RI menjadi fokus dalam 

penelitian ini. 

3. Sumber Data 

Merupakan penjelasan mengenai sumber data 

yang didapatkan oleh peneliti. 

 

 
18 17 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum 

Normatif, Bayumedia Publishing Malang, 2007, 

hlm.302. 
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a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 

Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum. 

3) Peraturan DKPP No. 2 tahun 2017 tentang Kode 

Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. 

4) Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara 

Pemilihan Umum. 

5) Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 3 Tahun 

2021 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik 

Penyelenggara Pemilihan Umum. 

6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 

2022 

7)  Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 

Tahun 2023 

8) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia No. 1 Tahun 2020 

9) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia No. 1 Tahun 2015 

10) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia No. 1 Tahun 2020 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini 

meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis 

dan disertasi hukum juga termasuk jurnal hukum, 

pendapat para ahli, kasus-kasus hukum dan berbagai 
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bahan lainya yang bersifat relevan dengan topik 

penulisan.19 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi, inventarisasi dan 

klasifikasi. Dokumen merupakan catatan yang sudah 

berlalu, dokumen tidak hanya berupa gambar melainkan 

bisa berbentuk tulisan, ataupun suatu karya dari 

seseorang. Dokumen yang digunakan merupakan 

dokumen berbentuk fisik dan non-fisik (berbentuk 

software atau online literature) yang relevan dengan 

penelitian ini. Inventarisasi merupakan pengumpulan 

literatur dan peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan penelitian ini. Sedangkan klasifikasi 

merupakan penggolongan bahan hukum yang digunakan 

agar menghasilkan penelitian yang akurat. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Pada proses analisis data, metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu Preskriptif, yaitu penelitian 

untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang 

harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah 

tertentu, dengan ditarik kesimpulan menggunakan 

metode berpikir deduktif. 

H. Sistematika Penulisan  

Penelitian ini nantinya akan terdiri dari 5 (lima) bab 

yang masing-masing bab nya akan dijelaskan secara singkat 

dibawah ini: 

BAB I : berisi tentang akar masalah yang menjelaskan 

permasalahan yang hendak diangkat dalam riset ini, 

beberapa poin masalah serta tujuan yang mana inti dari 

 
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum edisi Revisi, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2014). Hlm 63 
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pembahasan yang akan menjadi objek dalam tulisan ini, 

kegunaan atau manfaat penelitian, penelitian yang relevan 

sebagai parameter serta tolak belakang dalam penelitian ini, 

kerangka teori, metode atau tahap riset serta harmonisasi 

penulisan. 

BAB II : berisi tentang landasan teori yang melandasi 

pembahasan secara rinci digunakan sebagai landasan 

analisis dalam penelitian dan juga turunan dari temuan 

penelitian sebelumnya, serta informasi lainnya yang 

dimana informasi tersebut membentuk suatu kerangka teori 

yang berguna di dalam mempersiapkan penelitian ini, 

disertakan dalam bab ini. 

BAB III : Berisikan tentang pembehasan, dalam bab ini 

akan membahas mengenai dasar pertimbangan DKPP pada 

putusan No. 35-PKE- DKPP/II/2023, No. 39-PKE-

DKPP/II/2023. dan Putusan No. 135-PKE-

DKPP/XII/2023, No. 136-PKE-DKPP/XII/2023, No. 137-

PKE-DKPP/XII/2023, dan No. 141-PKE-DKPP/XII/2023. 

BAB IV : Berisikan tentang Pembahasan, dalam bab ini 

akan membahas secara mendalam Implikasi Yuridis dalam 

penjatuhan sanksi etik kepada ketua KPU RI 

BAB V : Simpulan, dan saran, serta keterbatasan penelitian 

ada di bab ini sebagai akhir dari laporan penelitian yang 

telah dibuat. 

 

 

 



 

60 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Majelis DKPP dalam memberikan Ratio Decidendi 

tidak melihat pelanggaran kode etik sebagai satu kesatuan, 

Sehingga Putusan pelanggaran terhadap Integritas dan 

Profesionalitas hanya dilihat dari prinsip-prinsip yang 

dilanggar oleh teradu. DKPP dalam melakukan penjatuhan 

sanksi kepada teradu yang terbukti melanggar kode etik, 

tidak menerapkan Akumulasi sebagai mekanisme 

penjatuhan sanksi, penjatuhan sanksi tersebut didasarkan 

pada kasus per kasus, sehingga dalam memberikan berat 

atau ringanya sanksi, majelis mempertimbangkan seberapa 

besar pelanggaran tersebut terjadi. Pada pertimbangan dua 

Putusan yang penulis teliti, DKPP mempertimbangkan 

Aspek yuridis dan non-yuridis yang berlandaskan pada 

filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis didasarkan 

pada Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 dan fakta-fakta 

yang terungkap dalam persidangan. Sedangkan 

pertimbangan non-yuridis mempertimbangkan Jabatan 

Teradu, Akibat hukum yang timbul dari perbuatan teradu, 

serta latar belakang dari perbuatan teradu. 

Penjatuhan sanksi etik kepada Ketua KPU RI 

memiliki implikasi yuridis yang mencakup penegasan atas 

pelanggaran kode etik, potensi dampak terhadap 

kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu, dan 

kemungkinan pemberian sanksi yang lebih berat. DKPP 

telah menunjukkan komitmennya dalam menegakkan etika 

dengan memastikan bahwa pelanggaran etik tidak dibiarkan 

begitu saja dan mendapatkan sanksi yang sesuai. Namun, 

pemberian sanksi Peringatan Keras Terakhir berulang 

kepada Ketua KPU RI, berpotensi merusak kredibilitas 
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lembaga penyelenggara pemilu dan menurunkan 

kepercayaan publik. Penjatuhan sanksi yang lebih berat 

juga dapat menjadi pertimbangan jika pelanggaran yang 

dilakukan Ketua KPU dinilai sangat serius dan berdampak 

luas. 

B. Saran 

Teori Ratio Decidendi yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini didasarkan pada teori yang disampaikan 

Muhammad Rusli, Teori ini dapat melihat dasar 

pertimbangan hakim secara komprehensif karena teori 

tersebut mengklasifikasikan secara jelas aspek-aspek yang 

digunakan hakim dalam membuat pertimbangan. Teori ini 

memaparkan pertimbangan secara yuridis berupa 

pertimbangan yang diambil dari fakta-fakta serta alat bukti 

yang terungkap di persidangan, serta aspek non yuridis 

berupa latar belakang terdakwa, akibat hukum dari 

perbuatan terdakwa,kondisi diri terdakwa dan lain 

sebagainya.Namun, teori ini kurang relevan digunakan 

dalam mengkaji putusan etik,sebab teori ini lebih sering 

digunakan dalam peradilan pidana dan perdata. 

Majelis DKPP dalam mengadili pelanggaran kode 

etik, seharusnya mempertimbangkan kode etik sebagai satu 

kesatuan. Sehingga, jika terjadi salah satu pelanggaran 

terhadap nilai etika, maka pelanggaran tersebut juga 

melanggar etika yang lain. Hal tersebut didasarkan pada 

etika itu sendiri yang mengacu pada baik dan buruknya 

perbuatan teradu.serta dalam penjatuhan sanksi etik,DKPP 

perlu menambahkan sistem Akumulasi, sehingga dalam 

pemberian sanksi etik tidak terjadi inkonsitensi.
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